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Abstrak
Artikel ini merefeksikan kembali peristiwa ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju kembali dalam kontestasi pada Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Persoalan Pilkada DKI Jakarta ini menjadi semakin sukar bermula ketika Pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 diedit dan diunggah oleh Buni Yani ke media sosial. Pidato Ahok kemudian mengundang reaksi dari kalangan masyarakat Islam di Indonesia menuntut akan keadilan hukum di Indonesia. Ahok dianggap sebagai penista agama meskipun di kalangan Islam ada yang berpendapat berbeda bahwa ucapan Ahok tidak ada unsur menistakan agama Islam. Isu penistaan agama ini kemudian dipolitisasi oleh pihak lawan Ahok-Djarot baik melalui media sosial, ceramah yang dilakukan di masjid-masjid maupun dengan melakukan mobilisasi massa yang dengan tujuan yang sama yaitu membangun narasi politik untuk tidak memilih Ahok yang adalah orang ‘kafir’ (Kristen) dan juga keturunan etnis Tionghoa yang dianggap non-pribumi. Keberadaan Ahok ini merepresentasikan dari identitas pluralisme di Indonesia. Maka serangan politik identitas ini bertujuan untuk mengalahkan lawan politiknya tetapi secara langsung merupakan gerakan anti pluralisme. Melalui artikel ini penulis hendak menganalisis, memberikan tanggapan teologis dengan mengunakan pendekatan literatur kepustakaan  maupun hasil wawancara. Temuan dari penelitian ini ialah, agar di masa mendatang jalannya pesta demokrasi dapat lebih beradab dan menempatkan agama pada porsi yang tepat yaitu membina karakter dan membangun spritualitas anak bangsa bukan malah sebaliknya masuk ke dalam ruang politik praktis yang nantinya dapat merusak martabat dari agama itu sendiri sekaligus menumpulkan kepekaan hati nurani anak bangsa dalam memilih calon pemimpin politik yang ingin mengabadikan dirinya bagi kepentingan orang banyak.  
Kata-kata kunci: Basuki Tjahaja Purnama; Politik Identitas; Pluralisme dan Indonesia.
Abstract
This artikel reflects on the incident when Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) came forward again in contestation in the DKI Jakarta Pilkada several years ago. The issue of the DKI Jakarta Pilkada became even more difficult when Ahok's speech on the Thousand Islands on September 27 2016 was edited and uploaded by Buni Yani to social media. Ahok's speech then drew reactions from the Muslim community in Indonesia demanding legal justice in Indonesia. Ahok is considered a blasphemer even though there are Muslims who have a different opinion that Ahok's words have no elements of insulting Islam. The issue of religious blasphemy was later politicized by Ahok-Djarot's opponents either through social media, lectures conducted in mosques or by mass mobilization with the same goal of building a political narrative not to vote for Ahok who was an 'infidel' (Christian). ) and also entis Chinese descendants who are considered non-indigenous. The existence of Ahok represents the identity of pluralism in Indonesia. So this identity politics attack aims to defeat political opponents but is directly an anti-pluralism movement. Through this artikel, the writer wants to analyze, give theological responses by using the literature literature approach and the results of interviews. The findings of this study are that in the future the running of the democratic party can be more civilized and place religion in the right portion, namely fostering character and building the spirituality of the nation's children, not instead entering into a practical political space which in turn can damage the dignity of religion itself as well. dulling the sensitivity of the conscience of the nation's children in selecting candidates for political leaders who wish to perpetuate themselves for the benefit of the people.
Keywords: Basuki Tjahaja Purnama; identity politics; pluralism; and Indonesia.

PENDAHULUAN 
Masa persiapan pemilihan umum maupun pilkada menjadi momentum yang dirayakan banyak pihak. Media menyebutnya sebagai pesta demokrasi dan sebagaimana layaknya sebuah pesta, dirayakan dengan gegap gempita; penuh suasana keriangan.[footnoteRef:1] Idealnya suasana pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan penuh kegembiraan, di mana masing-masing kandidat calon kepala daerah mempromosikan program-program terbaik bagi pembangunan daerah yang akan dipimpinnya sehingga para pemilih bisa dengan cermat dan objektif dalam menentukan pilihan politiknya yang juga disertai dengan jejak rekam (pengalaman) dari calon pemimpin daerahnya. Namun miris, yang diperlihatkan pada Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu.  [1:  Puspitasari, “Politik Identitas dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Penuntun Teologi dan Gereja, Vol. 15 No. 26, (2014): 59-69. ] 

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017-2022 diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Agus Yudhoyono-Sylviana Murni pasangan nomor urut satu, Basuki-Djarot pasangan nomor urut dua dan Anies-Sandi pasangan nomor urut tiga. Di putaran pertama ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini didukung oleh partai politik. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni didukung oleh partai PAN, Demokrat, PKB dan PPP. Pasangan Ahok-Djarot didukung oleh partai PDI, Nasdem, Hanura, dan Golkar. Pasangan Anies-Sandi didukung oleh partai Gerinda dan PKS.[footnoteRef:2]  [2:  Bagus Permadi, “Kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017: Studi tentang jejaring mobilisasi politik pencalonan ahok-djarot”, Junral Politik Muda, Vol. 6/ No. 1/ (Januari 2017): 1-16. http://journal.unair.ac.id/download-fullartikels-jpm35f42e5fdafull.pdf.] 

Pada putaran pertama, kontestasi Pilkada DKI Jakarta diikuti oleh tiga pasangan calon isu-isu etnis dan agama sudah mulai berkembang, namun isu tersebut masih belum mempengaruhi suara pemilih. Ini terbukti dimana pasangan calon nomor urut dua, yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menang dengan perolehan suara empat puluh tiga persen. Sedangkan pada putaran kedua, isu-isu etnisitas dan agama mulai digunakan kembali untuk mempengaruhi suara masyarakat. Isu-isu ini digunakan masing-masing calon ketika melakukan kampanye. Dinamika yang terjadi sangat berbeda dengan Pilkada 2012, kampanye setiap calon lebih mengedepankan programnya masing-masing, tetapi kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ada  pergeseran terkait kampanye. Isu-isu SARA lebih efektif untuk kampanye dan menguntungkan salah satu pihak yang berkontestasi.[footnoteRef:3]  [3:  Ibid. ] 

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, hasil akhir pelaksanaan Pilkada DKI 2017 dimenangkan oleh Pasangan Calon Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan perolehan suara sebanyak 3.240.332 atau 57,95% dari total suara sah. Hal ini menyebabkan beberapa kalangan menyimpulkan bahwa politik identitas telah berhasil digunakan sebagai alat untuk memenangkan Pemilu apabila identitas antara pasangan calon satu dan lainnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan.[footnoteRef:4]	 [4:  Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia” Jurnal Simulacra Volume 2, Nomor 1, (Juni 2019): 31-37. https://journal.trunojoyo.ac.id/simulacra/article/viewFile/5519/3703. 
] 

Bagi penulis pilkada DKI Jakarta 2017-2022 bukan menampakan sesuatu yang produktif semisal adu gagasan pemikiran dan program malah sebaliknya justru yang dikedepankan ialah isu perbedaan agama dan etnik digaungkan melalui pemanfaatan media sosial di Era Digital seperti saat ini sehingga menimbulkan komentar-komentar yang saling sindir dan mencaci-maki antar pendukung yang satu dengan pendukung yang lain maupun juga yang dilakukan di ranah publik (ruang terbuka) dengan memobilisasi massa dengan jumlah yang besar dengan sebuah tujuan untuk menarik simpatik dari pemilih terhadap calon kandidat kepala daerah. Bagi penulis ini sangat kontra-produktif, mengapa? menghabiskan energi, waktu dan dana hanya fokus terhadap hal-hal yang tidak penting mengenai perbedaan identitas bukan terhadap etnos, kapasitas dari calon pemimpin daerah. 
Dengan ini penelitian artikel ini akan difokuskan pada pembahasan pada kasus pada Pilkada DKI periode 2017-2022 pada putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon Anis-sandi dan Ahok-Djarot. Bagaimana tanggapan teologis terkait dengan politik identitas yang dengan leluasanya digunakan pada saat pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022?. 

METODE
Metode dalam penelitian ini bersifat deksriptif yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang menyita perhatian publik bahkan sudah mencabik-cabik kebhinekaan bangsa Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan topik dari  ini. Di sisi lain untuk memperkuat penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan teolog Indonesia yang menaruh perhatiannya terhadap masalah isu agama dan masyarakat  diantaranya: pertama, mantan Ketua Umum PGI Dr. Andreas A. Yewangoe dan kedua, Dr. Ronald Helman (Dosen Sosiologi Agama di STT GPI). Pandangan dari teolog ini akan digunakan untuk memberikan pandangan teologis terhadap peristiwa Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pilkada DKI Jakarta 2017-2022 dan Politik Identitas
Masih teringat dalam benak pikiran masyarakat Indonesia ialah peristiwa yang terjadi di DKI Jakarta. Peristiwa tersebut bermula sejak pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang sempat mengutip ayat Al-Qur’an Surah Al-Maidah 51 ketika berbicara kepada masyarakat komunitas nelayan di Kepulauan Seribu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016. Pidato tersebut menimbulkan reaksi besar dari masyarakat Islam Indonesia. Sehingga ratusan ribu masyarakat Islam Indonesia berkumpul di Jakarta pada tanggal 4 November 2016 dan lebih dari 500.000 orang berkumpul di Kawasan Monas Jakarta Pusat dan sekitarnya pada tanggal 2 Desember 2016 untuk berdoa kepada Tuhan Allah dan menuntut kepada Pemerintah RI agar adanya keadilan ditegakkan bagi Gubernur Ahok yang diduga menistakan agama Islam karena pidatonya di Kepulauan Seribu itu.[footnoteRef:5]  [5:  Andersius Namsi, Islam dan Teologi Kontekstual Alkitabiah (Jakarta: Yayasan Persekutuan Kristen Indonesia (OMF Indonesia), 2017), h. 15. ] 

Pertemuan atau dalam bahasa awam disebut demo itu disebut sebagai acara “Bela Islam”. Banyak yang mengaitkan bahwa acara besar yang disebut bela Islam itu terjadi karena adanya suasana hajatan politik pemilihan Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Walaupun Gubernur Ahok sudah beberapa kali meminta maaf bahwa dia tidak berniat melecehkan ayat suci Al-Qur’an dan tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci; baik itu Al-Qur’an, Alkitab, maupun kitab-kitab suci lainnya, ternyata ketegangan karena agama sepertinya sulit dihindarkan.[footnoteRef:6] [6:  Ibid., h. 15-16.] 

Menurut Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) mengatakan: “Saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok ... Ahok sama sekali tidak menyatakan surat Al-Maidah 51 bohong. Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilihnya.”[footnoteRef:7] Selain itu juga pasangan cagub maupun cawagub Ahok-Djarot yang merepresentasikan dirinya sebagai partai-partai yang berafiliasi dengan kaum Tionghoa sementara Anis-Sandi merepresentasikan dirinya sebagai partai-partai yang berafiliasi dengan kaum Arab atau Timur Tengah.[footnoteRef:8]  [7:  Andar Ismail, “Undang-undang Penodaan Agama Malah Merugikan Agama,” Berita Oikoumene Untuk Keesaan dan Kebangsaan, Juni 2017, 15. ]  [8:  Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, “Politik Identitas dan Refresentasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)” Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 1 Nomor 1 (Tahun 2018): 34-47.] 

Sehubungan dengan hal tersebut Agnes Heller melihat politik identitas sebagai politik yang memusatkan diri pada perbedaan sebagai kategori utamanya, yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play). Politik seperti ini dalam kenyataannya justru memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dalam perkembangannya juga meliputi rasisme, bio-femenisme, poitik isu lingkungan) dan perselisihan etnis. Dalam konteks sejarah Indonesia, politik identitas muncul dalam beragam jenis, sebagian besar diantaranya cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik. Dalam kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural.[footnoteRef:9]  [9:  Puspitasari, “Politik Identitas dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Penuntun Teologi dan Gereja, Vol. 15 No. 26, (2014): 59-69. ] 

Isu identitas ini merupakan cara ampuh untuk melumpuhkan lawan politiknya yang pada akhirnya hasil Pilkada DKI Jakarta kemenangan diraih oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kemenangan tersebut didukung oleh pihak yang mengedepankan politik identitas agama begitu vulgar terpampang di depan mata dengan demonstrasi besar-besaran, tuduhan penistaan agama untuk menarik pemilih, janji masuk surga serta ancaman-ancaman yang membuat orang gemetar. Di sini terlihat “eksploitasi” agama secara intensif dan masif. Apa yang terjadi? Agama (apa pun) dapat dipergunakan untuk menyalurkan keinginan manusia dengan cara sekuat tenaga. Walaupun agama mempunyai seperangkat ajaran katanya tentang damai, kasih dan toleransi, penampilan agama dengan ajarannya bertolak belakang. Agama sangat mudah bermetamorfosis: alih-alih untuk membangun hidup menjadi pembawa maut dan menakutkan. Agama menjadi bukan hanya legitimasi tetapi lebih dari itu menjadi mesin kematian terhadap orang yang dianggap musuh; ritual dan ayat-ayat suci sebagai amunisi.[footnoteRef:10] [10:  Einar M. Sitompul, “Ateisme Kaum Beragama: Agama Tanpa Hospitalitas adalah Ateisme,” dalam Ngapain Peduli Yang Lain? Gereja Agen Perubahan di Tengah Budaya Masyarakat Majemuk dan Global Refleksi Emeritasi Pdt. Nelson Flores Siregar (Tapanuli Utara: Lembaga Bina Warga HKBP, 2017), 137. ] 

Agama yang semula sebagai ungkapan ketaklukan kepada Alkhalik dengan membangun karakter diajarkan agama yakni akhlak (perlakuan makhluk) tetapi sejalan dengan perkembangan ambisi telah menggeser peranan Tuhan; manusia mengangkat diri menjadi Tuhan terhadap manusia.[footnoteRef:11] Dari sudut pengamatan Yewangoe fenomena Ahok ini tentu tidak sesimpel dan sesederhana sebagaimana dipikirkan banyak orang. Ahok merupakan ikon dan/atau simbol dari “pluralisme”. Mengapa? Karena “mewakili” apa yang disebut “minoritas”, malah minoritas ganda (Tionghoa dan Kristen). Artinya, dalam masyarakat Indonesia, realitas ini ada untuk menandakan bahwa pluralitas memang tidak bisa dinafikan. Akan tetapi persoalannya adalah apakah yang disebut minoritas itu mempunyai hak yang sama dengan mereka yang disebut mayoritas? Benar, bahwa secara konstitusional semua warga negara itu setara di depan hukum. Namun, dalam kenyataan tidak selalu demikian. Ini hampir-hampir menjadi pergumulan abadi kita.[footnoteRef:12] [11:  Ibid., 139.]  [12:  Andreas A. Yewangoe, Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja, Warga Bangsa (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 191. ] 

Pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang sudah berlalu, merupakan potret yang menunjukkan dimana politik identitas yang cenderung mengarah ke isu suku, agama dan ras. Peranan suku, agama dan ras berperan sangat kuat bahkan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat pemilih. Proses politik semacam itu disadari atau tidak akan menggerus demokratisasi di Indonesia. Melihat fenomena tesebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah masalah mikro politik yaitu relasi-relasi penguasaan dalam praktek kehidupan sehari-harinya mengaku sebagai rezim kebenaran yang dikelola secara terstruktur dan diikut sertakan dengan membangkitkan emosi masyarakat sehingga terjadi marjinalisasi sampai munculnya label "the other", seperti; perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaaan etnis, dan lain-lain. Bahkan keberhasilan penerapan politik identitas di DKI pada Pilkada 2017, telah menjadi raw model bagi beberapa daerah untuk menggunakan politik identitas sebagai pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal. Partai-partai sudah tidak lagi menjadi representasi dan wadah maupun alat untuk poses konsolidasi, dan komunikasi. Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik yang sehari-hari sekarang terjadi dengan gelombang yang begitu besar di media sosial bukan hal yang patut dirayakan, karena sepertinya media sosial juga turut andil terjadinya segresi (pemisahan) sosial secara horizontal yang makin melebar.[footnoteRef:13] [13:  Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, “Politik Identitas dan Refresentasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)” Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 1 Nomor 1 (Tahun 2018): 34-47. ] 

Pada dasarnya agama merupakan sarana manusia untuk terhubung dengan Tuhan. Namun sangat disayangkan ketika agama dan etnis dieksploitasi sedemikian rupa untuk tujuan politik. Pilkada DKI Jakarta yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu yang sampai melahirkan gerakan politik 212. Gerakan politik 212 dinilai oleh masyarakat sebagai upaya untuk menjatuhkan calon petahana. Stampel yang dialamatkan kepada Ahok karena ia adalah orang yang beragama Kristen dan sukunya ialah Tionghoa. Identitas inilah yang kemudian diserang oleh pihak lawan sehingga serangan ini yang berhasil melumpuhkan langkah kaki Ahok menuju DKI 1 (menjadi orang nomor 1 di Jakarta). Di Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman agama dan etnis maka hal yang terjadi di DKI Jakarta sangat rentan terjadi perpecahan atau mengalami disintegrasi bangsa jika tidak dirawat dan dijaga dengan semangat nasionalisme. 
Demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh kelompok gerakan 212 mendatangkan massa yang terbilang banyak yang di mana semua lapisan masyarakat dari berbagai tempat dan daerah turut hadir dalam perstiwa tersebut menuntut akan keadilan hukum kepada pemerintah terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagai orang non muslim. Hal tersebut menimbulkan dampak   yang   sangat   luas   dalam kehidupan  masyarakat  menciptakan  hubungan  antara  kelompok  agama dan etnis  menjadi  tidak akur dan saling  membenci  bahkan  kebencian  itu sampai  terasa  di  akar  rumput  seperti  dalam  kehidupan  bertetangga, pertemanan,  pekerjaan  dan  relasi  yang  lainnya.  Hubungan  yang awalnya  harmonis  dan  kondusif  mendadak  dampak  aksi  demo  yang besar membuat kehidupan masyarakat kembali tidak harmonis. Bagi penulis hanya karena ambisi politik temporal membuat kestabilan politik nasional terganggu oleh karena isu politik identitas yang digaungkan di ruang politik.[footnoteRef:14]  [14:  Arthur Aritonang, “Peran Sosiologis Gereja bagi Relasi Antar Umat Beragama di Indonesia”, Jurnal TeDeum Vol. 9/No.1 (Juli-Desember 2019): 69-101. http://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/article/view/9/1. ] 

Menurut Ronald Helman pada sisi lain pemerintah seakan tidak berdaya menghadapi tekanan massa yang cukup besar mengapa? (1) Disinyalir bahwa ada penyusupan anasir-anasir Islam berwatak radikal, semisal wahabi, HTI sampai ke dalam pusat-pusat kekuasaan negara/pemerintah, bahkan sampai ke ranah pendidikan, (2) Ketidakberdayaan ini disebabkan karena sejak dihapusnya UU Subversif tidak ada lagi UU yang memperkuat posisi negara dan menjamin aspek keamanan ideologis. Memang serba salah bila UU Subversi hidup karena itu terkait dengan totalitarienisme rezim otoriter seperti Soeharto karena dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan politik ekonomi rezim dan pendukungnya. Di era Reformasi penguatan terhadap masyarakat sipil diterapkan agar negara dijauhkan dari kesan otoriter seperti di zaman Soeharto. Perubahan iklim politik yang demikian ini lebih demokrasi namun pada praksisnya memperlihatkan kebebasan yang kebablasan dan ini sangat berbahaya karena sampai kapanpun tidak akan ada kesempatan bagi pemimpin yang bukan dari non muslim untuk menempatkan posisi jabatan yang starategis di tengah mayoritas masyarakat yang bukan muslim dan negara akan selalu ditundukan oleh tekanan massa dengan agenda politik yang hanya mengangkat derajat kelompok pendukungnya dan merendahkan kelompok yang tidak seazas dengan mereka. Bahkan kehadiran organisasi masyarakat sipil (ormas) berbasis agama muncul sebagai bagian dari rekayasa kepentingan  politik dan ekonomi.[footnoteRef:15] [15:  Ronald Helman, wawancara oleh penulis. 21 Juli 2020 pukul 20.30-21.00 WIB.] 

Tanggapan Teologis terhadap Politik Identitas
Bagi Yewangoe Salah satu isu politik identitas yang betul-betul sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia di era digital ialah pada waktu pilkada DKI Jakarta. Yewangoe menanggapi  pertarungan Ahok yang ada ketika itu bukanlah sekadar antara yang “pro-Ahok” dan yang “anti-Ahok”. Melainkan antara yang “mendukung pluralisme” dan yang cenderung “anti-pluralisme”. Dalam kaitan ini Yewangoe mengutip pandangan Prof. Irwanto Fina dari Universitas Atmajaya kita juga berada pada pilihan antara “realitas sebenarnya adalah realitas sebagaimana adanya tentang sukses dan keberhasilan Ahok sebagai gubernur (juga tentang sukses dan keberhasilan Jokowi sebagai presiden), sedangkan realitas alternatif adalah rekayasa untuk membuktikan sebaliknya. Hasil-hasil kerja Ahok dikecilkan, bahkan dinafikan. Upaya merelokasi, misalnya dialternatifkan sebagai penggusuran tanpa belas kasih, ketegasan terhadap para aparat dialternatifkan sebagai bicara kasar, antikorupsi dialternatifkan dengan persoalan “Sumber Waras” dan seterusnya.[footnoteRef:16]  [16:  Andreas A. Yewangoe, Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya Pengalaman dengan Allah dalam Konteks yang Berpancasila (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), h. 369. ] 

Di Era digital saat ini upaya alternatif ini juga diviralkan melalui pemanfaatan media sosial sehingga setiap pengguna media sosial dapat mem-framing sebuah berita dari perspektif sudut pandang si pembuat berita. Maka saat ini masyarakat di era digital hidup di masa post-truth. Maksudnya ialah dimana kebenaran bisa diputarbalikkan menjadi kepalsuan dan kepalsuan bisa diputarbalikkan menjadi kebenaran demi keuntungan kelompoknya. Selain itu siapa saja setiap pengguna media sosial bisa dengan mudahnya memproduksi berita hoax setiap harinya. Sehingga kebohongan yang terus-menerus diproduksi dan diviralkan lama-kelamaan dapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Sehingga dengan ini seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk memilah berita yang benar dan berita palsu. Bahkan bisa jadi masyarakat lebih banyak mempercayai dan termakan isu hoax.
Menurut Yewangoe kekalahan Ahok juga disebabkan karena serangan politik identitas. Ia menilai ketika musim kampanye berlangsung istilah kafir terlalu royal diucapkan. Andersius Namsi dalam bukunya Islam dan Teologi Kontekstual Alkitabiah menjelaskan dalam teologi Islam, kata Kufr (kafir) bisa dibagi dua, yakni: kufr bi inkar al-ni’mah yaitu mengingkari rahmat Tuhan dan kufr bi inkar al-rububiah yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti ke luar dari Islam. Dalam keyakinan ini, Gus Dur (mantan Ketum PBNU dan Presiden keempat RI) lebih terbuka dan berani berbicara mengenai kata kafir pada saat kampanye bagi Ahok yang keturunan Cina dan beragama Kristen ketika pada pemilihan gubernur di Bangka Belitung tahun 2007 yang berbunyi demikian[footnoteRef:17]:  [17:  Andersius Namsi, Islam dan Teologi Kontekstual Alkitabiah, h. 138. ] 

"kafir itu bukan orang Kristen dan orang Yahudi. Kenapa? Yang dinamakan kafir di dalam Alquran adalah orang-orang yang gak bertuhan ... Selain mengartikan kafir, ia juga menyebutkan, tidak ada hubungannya antara agama dan ras dengan pemilihan kepala daerah. Ada yang bilang tidak boleh memilih orang Tionghoa? Salah! Kenapa? Karena memilih gubernur tidak ada urusan dengan agama. Kenapa tidak ada urusan dengan agama? Karena dia ngurus pemerintahan. Jadi kalau ada orang yang ngomong gak boleh pilih Tionghoa, itu orang tidak pintar." "Ada yang bilang, bahwa memilih seorang Tionghoa artinya meninggalkan agama kita, itu pembicaraan orang yang tidak pintar. Ini rakyat semua mengerti, masa ada yang pura-pura gak tahu. Jadi gak ada urusan agama dan ras dengan soal gubernur. Orang yang demikian itu tidak pantas jadi apa-apa." [footnoteRef:18] [18:  Istilah “kafir” menurut Gus Dur. https://www.youtube.com/watch?v=g1CRrCJwTu8, diakses: 9 Juli 2020. ] 

Sedangkan dalam pandangan Yewangoe istilah kafir berasal dari kata kufur artinya tidak terbuka dan dalam arti lain tidak tahu berterima kasih dan Yewangoe mengetahui bahwa orang Indonesia adalah orang yang sangat terbuka. Orang Indonesia tahu berterima kasih maka bagi Yewangoe tidak ada orang kafir di Indonesia. Tetapi memang fenomena ini juga terjadi di dalam setiap agama termasuk orang Kristen di dalamnya yang merasa diri sebagai umat yang terpilih. Dan di luar itu kelompok pinggiran. Itulah gunanya pentingnya dakwah dan pekabaran Injil sampai dengan derajat tertentu tidak menjadi masalah sebab mereka memahaminya dalam kelompok agamanya sendiri. Yang menjadi masalah di Indonesia ketika itu diletakkan di ruang publik. Lalu kemudian kata kafir diberikan muatan politik. Lalu sekarang jika ditanya siapa yang kafir? Kalau sekarang Yewangoe katakan mereka di luar sana belum diselamatkan (di dalam ruang gereja)? Apakah salah? Jelas tidak salah. Ketika Yewangoe letakkan hal ini di ruang publik bahwa umat yang tidak terpilih tidak boleh menjadi Gubernur ini sudah di ruang publik ini yang menjadi salah. Itulah yang dihadapi oleh Ahok. Ahok kalah karena dianggap kafir dan tidak boleh Jakarta dipimpin oleh orang kafir. Istilah kafir ketika itu digunakan hanya untuk kebutuhan politik. Oleh karenanya Yewangoe berpesan hendaknya agama tidak boleh dieksploitasi oleh kepentingan politik tetapi seharusnya agama dikembalikan kepada kedudukan yang semula yaitu membina karakter dan spiritualitas umat beragama di Indonesia.[footnoteRef:19] [19:  Andreas A. Yewangoe, wawancara oleh penulis 11 Oktober 2019 pukul. 14.00-16.05. ] 

Langkah Kedepan: Refleksi atas pengalaman Pilkada DKI Jakarta
Apakah eksploitasi identitas ini masih akan terus ada kedepannya? Penulis mengamati bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang identitas itu penting sebagai tanda pengenal/jati diri seseorang yang hidup berdampingan di tengah masyarakat majemuk. Ini tidak salah. Justru harus bangga dengan tanda pengenal tersebut. Namun sikap penting terhadap identitas justru menjadi sangat berlebihan ketika emosional masyarakat sipil dengan mudah digiring dan dieksploitasi dengan narasi kampanye yang mendewakan isu sektarian pada saat momentum pesta demokrasi. 
Bagi Ronald Helman di Indonesia perilaku eksploitasi terhadap politik identitas masih akan tetap ada kedepannya khususnya dari partai-partai Islam (PKS dan koalisi non partai seperti HTI, FPI, dan lain-lain) apalagi untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Mengapa Jawa Barat dan Banten masuk di dalamnya? Menurut  sebuah  survei  kecenderungan  intoleransi tertinggi  terdapat di  daerah Jawa Barat dan Banten. Hal ini sangat berpegaruh juga dalam pesta demokrasi.  Kita bisa menduga, Jawa Barat (dan Banten) pernah menjadi basis  dideklarasikannya  Negara  Islam  Indonesia  (NII)  oleh  Kartusuwiryo  pada  tahun 1950.  Namun  upaya  tersebut  digagalkan  oleh  Presiden  Soekarno  meskipun  demikian ide/cita-cita/harapan  terbentuknya Negara  Islam sudah  tersebar  di masyarakat daerah Jawa  Barat  dan  Banten.[footnoteRef:20]  [20:  Arthur Aritonang, “Kebebasan Beragama dalam Pemikiran Andreas A. Yewangoe” Jurnal The New Perspective in Theology and Religious Studies, Vol.1 No. 2 (Desember, 2020): 35-46. http://journalsttcipanas.ac.id/index.php/NPTRS/article/view/9/pdf.] 

Dengan demikian kita mendapatkan pelajaran penting untuk di masa mendatang bagaimana seharusnya jalannya proses pesta demokrasi di Indonesia atas pengalaman Pilkada DKI Jakarta di masa lalu: 
Pertama, Penguatan negara jangan sampai negara dilemahkan terus sebagai trauma terhadap pemerintahan diktator Soeharto. Pelarangan HTI kiranya penguatan negara, keamanan ideologi tetap berlanjut dengan jelas. 
Kedua, Pendidikan kewarganegaraan dan nasionalisme harus diperkuat. Perbedaan sikap politik saat pilkada atau pemilu adalah sesuatu yang wajar. Namun masyarakat Indonesia harus melihat pesta demokrasi ini tetap dalam bingkai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun jangan sampai perbedaan sikap politik yang hanya bersifat sementara waktu ini justru mengorbankan bangsa yang besar ini. Sebab perjuangan dari para pendahulu bangsa ini mempertahankan kedaulatan bangsa atas penjajah asing tidak mudah harus mengorbankan darah dan air mata. Warisan tanah air Indonesia ini harus tetap dijaga sampai kapanpun jangan terpecah-belah karena perbedaan.
Ketiga, Pragmatisme politik dan ekonomi harus diwaspadai. Karena ternyata kekuatan-kekuatan ekonomi ada bermain mata dengan kekuatan-kekuatan radikal-intoleran Islam. Jangan ada jaringan aktor internasional baik Barat maupun Timur Tengah untuk mencampuri urusan internal di Indonesia. Barat melihat bangsa Indonesia mempunyai potensi alam yang kaya dan hal ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi negara Barat oleh karena itu jangan sampai ekonomi bangsa Indonesia ini dikuasai oleh Barat (penjajahan ekonomi) sedangkan Timur Tengah memandang Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bagi kelompok radikal dari Timur Tengah memiliki harapan bahwa Khilafah akan ditegakkan pertama kali di Indonesia.[footnoteRef:21]  [21:  Ronald Helman, wawancara oleh penulis. 21 Juli 2020 pukul 20.30-21.00 WIB.] 

Keempat, diharapkan agar para tokoh agama dapat menyampaikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menghentikan konflik untuk menciptakan kondisi yang kondusif; 
Kelima, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara aktif dalam melakukan kampanye anti politik identitas dengan mengundang stakeholder terkait, partai politik dan tokoh masyarakat dengan tujuan agar pihak terkait lebih paham bahaya politik identitas agar tercipta situasi kondusif di masyarakat;
Keenam, Penegakan aturan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 280 mengenai larangan kampanye pemilu beserta ketentuan pidananya.[footnoteRef:22] [22:  Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia” Jurnal Simulacra Volume 2, Nomor 1, (Juni 2019): 31-37. https://journal.trunojoyo.ac.id/simulacra/article/viewFile/5519/3703. 
] 


KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut pertama, tidak ada orang kafir di Indonesia sebab dari asal katanya tidak ada satu pun masyarakat Indonesia yang memenuhi unsur kafir. Kedua, kata kafir ketika diucapkan terlalu royal di ruang publik dan diberi muatan politik akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat yang beranekaragam agama dan etnis yang berimbas bagi kelangsungan kehidupan umat beragama di Indonesia. Selain itu masyarakat Indonesia dapat disadarkan bahwa tidak ada hubungannya antara memilih pemimpin politik berdasarkan agama dan etnis karena mereka bukan mengurus agama tetapi pemerintahan. Ketiga, jangan menggunakan ayat-ayat dalam kitab suci untuk membohongi masyarakat pada saat pilkada. Keempat, agama harus dikembalikan kepada kedudukan yang semula membina karakter dan spiritualitas anak bangsa. Sebab agama mempunyai peran penting di dalam membangun SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia yang berintegritas. Kelima, setiap calon kandidat kepala daerah harus berani mempromosikan program, gagasan pemikiran dan rekam jejak (prestasi) ketimbang memanfaatkan isu politik identitas untuk mengalahkan lawan politiknya. Melalui tanggapan teologis ini diharapkan setiap warga negara, warga gereja, maupun warga dari umat beragama lainnya dapat lebih arif dan beradab dalam mengikuti jalannnya pesta demokrasi. Sehingga kita dapat memilih pemimpin daerah maupun presiden dengan lebih objektif dan tidak lupa harus sesuai dengan hati nurani. 
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